WALIKOTA BANJARMASIN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR .- TAHUN 2015

77

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Menimbang

Mengingat

(SOP AP)

PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

o

WALIKOTA BANJARMASIN,

bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan
administrasi pemerintahan, khususnya di lingkungan
Dinas  Perindustrian dan  Perdagangan Kota
Banjarmasin, perlu dilakukan penyusunan dan
penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan (SOP AP) pada Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kota Banjarmasin;

bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a,
perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota
Banjarmasin;

Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953
Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
i telah diubah dengan Undang-Undang
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un 2015 tentang Penetapan Peraturan
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Menetapkan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5657;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara &
Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan;

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun
2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran
Daerah Kota Banjarmaisn Tahun 2011 Nomor 28,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor
28) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25
Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 25;

Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 38 Tahun
2012 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja
Dinas Perindustrian dan  Perdagangan Kota
Banjarmasin.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN (SOP AP) PADA DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN KOTA BANJARMASIN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Kota Banjarmasin;
b. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan

bbag, Perundangan

Kabag. Hukum Kepata SKPD
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oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia;

c. Pemerintah Daerah adalah Walikota Banjarmasin beserta Perangkat
Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;

d. Kepala Daerah adalah Walikota Banjarmasin;

e. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kota Banjarmasin;

f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota
Banjarmasin;

g. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota
Banjarmasin;

h. Kabid atau Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin;

i. Kasi adalah Kepala Seksi pada Bidang Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kota Banjarmasin;

j- Kasubbag adalah Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin;

k. Standar Operasional Prosedur atau SOP adalah serangkaian instruksi
tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan
aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana
dan oleh siapa dilakukan;

l. Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP)
adalah standar operasional prosedur dari berbagai proses
penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang sesuai dengaan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

m. Penyesuaian dan perubahan adalah tindakan melakukan perbaikan terhadap
SOP yang ditetapkan atau membuat SOP baru.

BAB 11
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan (SOP AP) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota
Banjarmasin adalah untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan
fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan (SOP AP) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota
Banjarmasin adalah agar tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan
Perdagangan dapat diselenggarakan secara terukur, akuntabel, efektif, dan
efisien.

BAB III
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
Pasal 4
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) pada

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin sebagaimana
terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan

ikota ini.
ubbag. Pqrundangan Kabag. Hokum Kepala SKRD
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BAB IV
PENYESUAIAN DAN PERUBAHAN

Pasal 5

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) pada
peraturan ini dapat dilakukan penyesuaian dan perubahan sesuai dengan
dinamika pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kota Banjarmasin.

Pasal 6

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) yang telah
dilakukan penyesuaian dan perubahan dapat diberlakukan setelah mendapat
pengesahan Walikota Banjarmasin.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 7
h
Dengan diberlakukannya Peraturan Walikota ini, maka seluruh prosedur tetap
(protap) atau dengan sebutan lain, secara bertahap agar disusun
menyesuaikan dengan Peraturan Walikota ini.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Banjarmasin.
Ditetapkan di Banjarmasin
— pada tanggal 24 Megember 015

(Z—Pj. WALAKOTA BANJARMASIN

?KH. MUHAMMAD THAMRIN

Diundangkan di Banjarmasin

Pada tanggal 30 Tesember z015
DAERAH KOTA BANJARMASIN (
H. AGUS SURONO

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2015 NOMOR

Kasubbag, Perundangan Kabag. Hukum Kepala SKPD
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LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR : TAHUN 2015
TENTANG STANDAR OPERASIONAL

PROSEDUR ADMINISTRASI

PEMERINTAHAN (SOP AP) PADA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KOTA BANJARMASIN

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PADA

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Terdiri dari :

SOP-101 /PERINDAG

SOP Penyusunan LAKIP

SOP-102/PERINDAG

SOP Surat Masuk/Surat Keluar

SOP-103/PERINDAG

SOP Pelaporan Absen/Daftar Hadir Pegawai

SOP-104/PERINDAG

SOP Penyusunan Daftar Nominatif dan DUK PNS

SOP-105/PERINDAG

SOP Pembuatan Usulan Pensiun PNS

SOP-106/PERINDAG

SOP Pembuatan Surat Izin Cuti

~ c}m-hcpw.-a

SOP-107 /PERINDAG

SOP Pembuatan Kartu Pegawai (KARPEG), Kartu
Suami (KARSU), Kartu Istri (KARIS)

SOP-108/PERINDAG

SOP Pembuatan Usulan Satya Lencana Karya
Satya

SOP-109/PERINDAG

SOP Pembuatan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

10

SOP-110/PERINDAG

SOP Pembuatan Usulan Kenaikan Pangkat PNS

11

SOP-111/PERINDAG

SOP Pembuatan Usulan Kenaikan Gaji Berkala

12

SOP-112/PERINDAG

SOP Pengajuan SPP-LS Gaji dan Tunjangan

13

SOP-201/PERINDAG

SOP Pembuatan Rekomendasi TDI Kecil

14

SOP-202/PERINDAG

SOP Pembuatan Rekomendasi IUI Menengah
Besar

15

SOP-203/PERINDAG

SOP Pengawasan dan Pembinaan Penanganan
Limbah Industri di Perusahaan Industri

16

SOP-301/PERINDAG

SOP Pelayanan IUTM, IUPP

17

SOP-302 /PERINDAG

SOP Rekomendasi SIUP Minuman Beralkohol

18

SOP-303/PERINDAG

SOP Pengembangan Informasi Peluang Pasar
(Promosi/Pameran)

19

SOP-304/PERINDAG

SOP Pelayanan Surat Tanda Pendaftaran

Waralaba

20

SOP-401 /PERINDAG

SOP Penyelesaian Sengketa Konsumen

21

SOP-402/PERINDAG

SOP Pengawasan Berkala Barang Beredar dan
Jasa

22

SOP-403/PERINDAG

SOP Penyuluhan Konsumen

23

SOP-404 /PERINDAG

SOP Tera dan Tera Ulang UTTP

ubbag, Perundsngan

Kabag, Hpkum

Kepala SKPD
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N C Nomor SOP T01/Per{ 2g/2015

Tanggal Pembuatan| 19 Oktober 2015

g Tanggal Revisi 19 Oktober 2017

% Tanggal Efektif 4 Januari 2016

e Disahkan oleh PJ.WALIKOTA BANJARMASIN
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Nama SOP PENYUSUNAN LAKIP DISPERINDAG
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1'

Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);

1. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait
penyusunan pelaporan AKIP

2. Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2. Memahami Tata cara Penyusunan LAKIP
239/1X/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan
- Pelaporan AKIP;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi |3. Memiliki komitmen tinggi untuk melaksanakaan SOP
Birokrasi (Permenpan dan RB) Nomor 29 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
Seperangkat komputer dan kelengkapannya
ATK
Peringatan Pencatatan dan pendataan
1. Jika SOP Penyusunan LAKIP tidak dilaksanakan maka akan Disimpan sebagai data hardcopy dan softcopy
mempengaruhi Laporan Kinerja SKPD
2. Prosedur Penyusunan LAKIP dapat berjalan sebagaimana mestinya

apabila semua pelaksana ada ditempat dan dapat menjalankan
tugasnya

Kabag, Bukum

Kepaia




PROSEDUR PENYUSUNAN LAKIP DISPERINDAG

Pelaksana Mutu Baku
Pelaksana
No. Kegiatan Sekretaris Kasu , eterangan
° bbag Subbag. |Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output k
Badan Perencanaan
Perencanaan
1 2 3 4 [ 6 7 8 9 10
1 [Memerintahkan Kasubbag. Program untuk menyusun Disposisi/ perintah 1 hari |Disposisi/ perintah
LAKIP DISPERINDAG lisan Kepala Dinas lisan
2 |[Memerintahkan Pelaksana Subbag, Perencanaan untuk Disposisi/ perintah 1 hari |Disposisi/ perintah
melakukan pengumpulan bahan penyusunan LAKIP lisan Sekretaris Dinas lisan
DISPERINDAG
3 [Mengumpulkan bahan penyusunan LAKIP DISPERINDAG Disposisi/ perintah 2 minggu|bahan penyusunan
lisan LAKIP
DISPERINDAG
4 |Memeriksa bahan penyusunan LAKIP DISPERINDAG, bahan penyusunan 2 minggu|bahan penyusunan
jika belum lengkap akan dikembalikan ke Pelaksana LAKIP DISPERINDAG LAKIP
Subbag, Perencanaan untuk dilengkapi, bila lengkap DISPERINDAG
maka dapat diteruskan ke proses selanjutnya
5 |Mengolah bahan penyusunan LAKIP DISPERINDAG bahan penyusunan 4 minggu|draft LAKIP
LAKIP DISPERINDAG DISPERINDAG
6 |Memeriksa draft LAKIP DISPERINDAG, jika setuju draft LAKIP 1 minggu|Konsep LAKIP
memberikan paraf dan menyerahkan ke Kepala Dinas, DISPERINDAG DISPERINDAG yang
jika tidak setuju dikembalikan ke Kasubbag. diparaf
Perencanaan untuk diperbaiki
7 |Memeriksa konsep LAKIP DISPERINDAG, jika setuju Konsep LAKIP 1 minggu|LAKIP
memberikan tandatangan, jika tidak setuju dikembalikan DISPERINDAG DISPERINDAG
ke Sekretaris untuk diperbaiki
8 |Memerintahkan Kasubbag. Perencanaan untuk LAKIP DISPERINDAG, 1 hari |Disposisi/ perintah
mendokumentasikan LAKIP DISPERINDAG Disposisi/ perintah - : -+ |lisan
_ lisan
9 Memedntahkan Pelaksana Subbag. Program untuk LAKIP DISPERINDAG, 1 hari |LAKIP
mendokumentasikan LAKIP DISPERINDAG Disposisi/ perintah DISPERINDAG,
lisan Disposisi/ perintah
10 |Mendokumentasikan LAKIP DISPERINDAG LAKIP DISPERINDAG, |1 minggu|dokumen LAKIP
Disposisi/ perintah DISPERINDAG
) asubbeg. w:mndsngnn abig dekum lisan
f T 2/2
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Nomor SOP 102/ Peﬁn% 2015
Tanggal Pembuatan |19 Oktober 2015
Tanggal Revisi 19 Oktober 2017
Tanggal Efektif 4 Januari 2016
Disahkan oleh PJ. WALIKOTA BANJARMASIN
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Nama SOP SURAT MASUK/SURAT KELUAR
Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :
1. UU No. 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 - Memiliki kewenangan dalam pengurusan administrasi surat
tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menyurat
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 80 Tahun 2012 - Memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan administrasi
tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah ‘ perkantoran
3. Peraturan Walikota Banjarmasin No. 293 tahun 2012 tentang Uraian Tugas
Dinas Perindustrian Perdagangan Kota Banjarmasin
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. Berkas Surat masuk/keluar
2. Buku agenda surat masuk/surat keluar
3. Lembar disposisi
4. Buku ekspedisi/tanda terima surat
Peringatan : Pencatatan dan pendataan :
Proses Surat menyurat dalam Administrasi pemerintahan merupakan Dicatat dan didokumentasikan secara manual
keharusan, apabila proses Surat Masuk dan Surat Keluar tidak dilaksanakan
sesuai SOP maka akan menghambat pelaksanaan Adm. Pemerintahan.

ubbag. Perundangan Kabag. Hukem

Kepala dAPD
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Nomor SOP 103/Perindag/2015
e Tanggal Pembuatan |19 Oktober 2015
@ Tanggal Revisi 19 Oktober 2015
et Tanggal Efektif 4 Januari 2016
Disahkan oleh PJ. WALIKOTA BANJARMASIN
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROSEDUR PELAPORAN ABSE!
Nama SOP PEORTAL N/DAFTAR HADIR
Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :

1. UU No. 43 tahun 1999 tentang perubahan atas UU No. 8 tahun 1974

tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
2 . Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS

1. Mengetahui prosedur pelaporan absen pegawai
2. Mengetahui dan memahami Tupoksi organisasi

3. Memiliki komitmen tinggi dalam melaksanakan setiap tahapan

secara
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. Komputer/lap top
2. Finger Print dan absen
Peringatan : Pencatatan dan pendataan :

Keterlambatan pelaporan absen akan mempengaruhi Tunjangan Kinerja
Pegawai

Rekap absen Pegawai disimpan sebagai data elektronik dan manual

ubbag. Perundangan Kabag. Hukow

Aepala SKPD
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Nomor SOP 104/ Perindag/ 2015
Tanggal Pembuatan 19 Oktober 2015
Tanggal Revisi 19 Oktober 2017
Tanggal Efektif 4 Januari 2016
Disahkan oleh Pj.WALIKOTA BANJARMASIN
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Nama SOP PENYUSUNAN DAFTAR NOMINATIF DAN DUK PNS
Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana 3

1. Undang-undang nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

2. UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974
tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

3. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 293 Tahun 2012 Tentang
Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota

1. Mengetahui dan memahami ketentuan dan peraturan kepegawaian

2. Mengetahui dan memahami tugas pokok dan fungsi organisasi

3. Mengetahui dan memahami tata cara penyusunan daftar nominatif
dan duk PNS

4. Memiliki komitmen tinggi melaksanakan SOP Tepat sasaran dan
tepat waktu

Keterkaitan :

SOP Surat Masuk / Surat Keluar

1. Perangkat Komputer
2. Filling Kabinet
3. Berkas Kepegawaian

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

SOP 1ni adalah standar baku, jika tidak dilaksanakan mengakibatkan
ketidakjelasan, Ketidaksinkronan, kelambatan dan keterlambatan dalam
Penyusunan Daftar Nominatif dan DUK PNS.

Data Pegawai Negeri Sipil
Dokumentasi kegiatan penyusunan data Nominatif dan DUK PNS

Jviasubb erundangan Kabag. Hyfum

Kepalu SKPD.
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Nomor SOP 105, Perindag/2015
Tanggal Pembuatan |19 Oktober 2015
Tanggal Revisi 19 Oktober 2017

Tanggal Efektif 4 Januari 2016

Disahkan oleh Pj. WALIKOTA BANJARMASIN

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Nama SOP PEMBUATAN USULAN PENSIUN PNS

Dasar Hukum ; Kualifikasi pelaksana :
1. UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 1. Mengetahui dan Memahami Ketentuan dan Peraturan mengenai

tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Kepegawaian
2. UU No. 11 Tahun 1968 tentang Pensiun PNS dan Janda/Dudanya 2. Mengetahui dan Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi
3. PP No. 32 Tahun 1979 tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil 3. Mengetahui tentang dasar-dasar dan proses pembuatan Sasaran
4. Peraturan Walikota No. 293 tahun 2012 tentang Uraian Tugas Dinas Kinerja Pegawai (SKP)

Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin 4. Memiliki komitmen tinggi dalam melaksanakan setiap tahapan

‘ secara tepat sasaran dan tepat waktu

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :

1. Peraturan/Kebijakan tentang Sasaran Kinerja Pegawai
2. Komputer dan Perangkatnya
3. Filling Cabinet

Peringatan : Pencatatan dan pendataan :

SOP 11 adalah standar baku, jika tidak dilaksanakan mengakibatkan Dicatat dan didokumentasikan sebagai Data Elektronik dan Manual
ketidakjelasan, Ketidaksinkronan, Ketidaktepatan, ketidaktransfaranan,
kelambatan dan keterlambatan dalam pembuatan usul pensiun. Prosedur SOP
dapat berjalan sebagaimana mestinya apabila semua pelaksana selalu ada
ditempat dan dapat menjalankan tugasnya

ubbap. Perundangsn Kabag Hyjum Kepuia SKPD
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2 ;entang Pokok-Pokok Kepegawaian
N . KP RI No. 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil
- keputusan Bersama 3 Menteri Mengenai Cuti Bersama

Nomor SOP 106/ Perindag/ 2015
Tanggal Pembuatan |19 Oktober 2015
Tanggal Revisi 19 Oktober 2017
Tanggal Efektif 4 Januari 2015
Disahkan oleh Pj. WALIKOTA BANJARMASIN
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Nama SOP PEMBUATAN SURAT IZIN CUTI

Dasar Hukum ;

1. UU No. 43 Tahun 1999 Kualifikasi pelaksana :

tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 1. Mengetahui dan Memahami Ketentuan dan Peraturan mengenai

Kepegawaian
2. Mengetahui dan Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

3. Mengetahui tentang dasar-dasar dan proses pemberian Cuti
4. Memiliki komitmen tinggi dalam melaksanakan setiap tahapan

secara tepat sasaran dan tepat waktu

ieterkaitan :
Peralatan/Perlengkapan
1. Peraturan/Kebijakan tentang Pemberian Cut
2. Komputer dan Perangkatnya
3. Buku Kendali Cuti
|Peringatan :
Pencatatan dan pendataan :

SOP
Keri 20alah standar bk, jika fdalk dilaksanakan mengakibatien
dakjelasan, Ketidaksinkronan, Ketidaktepatan, ketidaktransfaranan,

dapat menjalankan tugasnya.

e
;aarfalr.:rtl) dar:l Keterlamb.atan dalam Pembuatan Cuti. Prosedur SOP dapat
agaimana mestinya apabila semua pelaksana ada ditempat dan

Dicatat dan didokumentasikan sebagai Data Elektronik dan Manual

Kasubbag, Perundangan Kabag. Bukum

Kepala SKPD [

1

1




Y

L]

Tadys vedoy

un¥ay ‘dequy

gsduspaniag .mfzag

RO repuay
disry uey 1 Huny jeumg OINq 1P 38380Usm VL3S pNno sesroq dews| g
urerepay wedunfusar uep ueydisreSuapy
- 1 nno 3 uasqe dewr 1p uenels[awm
B3} epuBy, Hey ; S ‘Ao 3ueA remesad epedey ueyqeIafusyy| 8
- uﬁhﬁsg Wy 1| nnojemg RO ulff jemg weepUEIIusp| 4
usurdung
rueSusjepuep ey 1 | P8 uepns Susk usmduny weSue) epus
yepns : nno wf] jemg -..Al uep yered ussEyUTmam uep sosoxduapy| 9
8ued nn) uif] yjemg
1Pl qepns
ey | And jems ANO uilf yemg Amasuapy| g
3uef gno wff yems -
nno mft yemg e nny An) uoyomad Sunsfue ueseyy
AnD w y jamg dasuoy] Bpeday pno usnfyasiad uByeuUTma N v
fi
ueseB minyos AN uveuoyourrad
P yepns Sues gny Hea T R0 jonuoy dasuox sasordwam uep smoasuapy| €
TeuoyomLIag J8Img
nny [N quedusw
uBUOYOULIR] JBING HeU T | Bno usuogouniag BueL remeday ueuoyomrad suwmrausyy| &
Beq HeY 1 | And usuoyouriog AnD usuoyounsay wesmfeduopy| |
(4] 14 (44 1§ 1 L 9 S b e e | T |
seulq BunsBuey | Sodwmp RO nem
mdyng mye wedegSuocioy SHRaIyeg
wuBuesgoy A spedoy ey | Beqqussy (34 yemuSag NVLVIOEN/40GAS0ud NVIVEn oN
nyeg nynpg usBussyeIoq

LLOD NIfT NVIVASWEd ANaISOud

D




C

e—— 201

Nomor SOP 107 /Perindag/2019
Tanggal Pembuatan |19 Oktober 2015

ta0iasuasin =y mﬂ

@ Tanggal Revisi 19:] o ;0 T

b 4 Tanggal Efektif 4 Januari N

Diasbeen oich P}, WALIKOTA BARJARMASE

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Kartu Suami (Karsu),
Pembuatan Kartu Pegawai (Karpeg), o
Nama SOP
Dasar Hukum ; Kualifikasi pelaksana : an dan peraturan kepegawaian

1. UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No, 8 tahun 1974
tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

2. Surat Keputusan Kepala BAKN Nomor 066 /KEP/1974 tentang Kartu PNS
3. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 01 /SE/1975 tanggal 9 Januari 1975

tentang Petunjuk Penetapan, Penggunaan Nomor Induk PN S dan Kartu
Pegawai

4. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 Maret 1983
tentang Petunjuk Permintaan, Penetapan, Penggunaan Karty Isteri/Kartu
Suami PNS

5. Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 293 Tahun 2012 tentang Uraian

1. Mengetahui dan memaham% kete;tu
2. Mengetahui dan memaharm: tugas po e
3. Mengetahui dan memahami tata cara p€

o/ Karsu i secara tepat
4 Mem?l?lﬁixlz:l;{iunen Tinggi melaksanakan setiap tahapan
. sasaran dan tepat waktu

kok dan fungsi organisasi
atan Surat usulan

Tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin

Keterkaitan ;

Peralatan/Perlengkapan : —
1. Peraturan/Kebijakan tentang Karpeg/ Karis/

2. Berkas Kepegawaian
3. Komputer dan Printer

4. Buku Agenda
Pencatatan dan pendataan :

i manual
Dicatat dan Didokumentasikan secara

a/




i I~ T 1

1sisodsiqg ‘nsaey / Q _ hi
- IS ! .
p \m&\mvhwaum R g /s1rey] /Sadreyy alk nng dfqey UTJUEDOIIY] Seggn eAuueydisreSuan ueIpnuray| .
nsIey wemsn uemsn P ns1ey /suey/adrey wemnsn uBredurefuapy| 0T
«wmmo&mmﬁm T Jrusw g \mt.mw /3adrey nsIey|/sirey /Sadray UBmsn ueydisreSuons UBIpNWLY jrexia;
‘nsrey /SH zmmM % uemsQ fSuBsur epeday uesredwe fusny Fnqun peys a.quE::mEuE 6
ue I
' BA
‘ ‘SUBjanjag epeday ueyIequs;
IsIsodsiq ‘nsaey i : Hp
e : - AepLy, exrp eAuueydiseSuany uBIpnUS
Fodrey] s g : ¥ A MBI 1sueysuy
nsxey / m_.ﬂw_ m IO \:Mﬂmn\# wmnobmx * =R BPeday uesreduresip ynyun UerEMEeSadoy wep wnmp ‘Feqqnsey| g

1
Is1sodsiq ‘nsaey '
——— 1 Ueremesaday uep wmnurn Feqqnsey epeda
N . = i i 1 UBNIeqmaNp
cnsrey /suey /Sodrey | ruowm o1 \nMMmﬂ\ﬂ MNMM Iepn ~ HBPLL BYIP “seu vredoy; TUBBUIepURID Snyun jered L
5:.5_ E&S e Hoqusw - ey exyr nsIBY /suey /3adrey uemsn yerp BSLIDWap
T A :JMM b _kn PireqIadip smyun yeys BPedoy uexynequiaymp
i gl 2 ey 1/ uﬂﬁaxa I ™ ABPLL BIp strejonyag epeday weynfuenp ynyun Jereyl g
mamﬁ?m:mxs ﬁ.ﬁv&ﬁ uBm: Hoqudw - B3 wyrp ‘ns1ey /strey /Sadrey UBIMSN eI esyuswayy
nsaey ‘ ) ‘Is¥31031p
e /8 it oo || s Aun-Sodupn .mmaazmwx Bpeday Uenay sey ueqyeIafusw
:Eﬁraxmﬂ ﬁﬁo&ﬁ ! :w_s: wmv__,_ Qomu&:amw UeIpnuray uvedexySuajoy SexIaq eped Jseds) pdways| S
deo uaqurawm UEp ns1ey /sLrey /8adrey Uemsn dasuoy qna8uapy
ueeepuad
3 o uensn
0 \M.s ¢ vﬂ .._uonMaM Jrusw g ussoday dasuoy AMaduswr ymyun JB1s ueyseSnuom eAuynfueyas ‘uemsn|
Eqsmxs > dasuoy IEnquoaur uep UEBIEPUS] ueIodE ] ISey eunrauapy

“Badas
oy 1P Bpe yepns

b1 1s1sodsr,
1ad ue HOﬁm@._ uLw Q1 L a i ueNyeIafuour m.hcu-.—._.—.—som .Cdu.—mdmﬂﬁ—u Imun n—.&u—ﬂ_u&.—d Suef €
g O.HDM mﬂuﬁum

pa— yusw o] 1sisodsiq dued gng ueejepuad uBIode[ Jenquiou AUn yers ueyseSnuom z
UBp ns1ey /sirey /8adrey ueynleSusuy uexe Sued gng Blepuapy
nsIey /sirey

e Juaw o7 1s1sodsi(y /8adrey uBjenqurad ueynfeSuom uese Jued gng BlBpuom|
Injun ueremedaday uep wnwp ‘Feqqnsey uesednuapy

A 1T 9 S ¥ )
e = g z T
seuIq odwmp
jndno A | eandunoy sredoy e Beqqnsey | HHNRS
E.Hﬁmﬂun\ﬂnnﬂmnuﬂm NVIVaN ‘ON
TOIVE DLOW VNVSHVTIaa

(SRIVITALST ALAVH (0SAVHINVAS nLavyy ‘(DITIVIIVMVDES ALYV NVInsn NVLIVNSWEd d¥naasoug

: ) &



«

C

2. UU No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan

3 . PP No. 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar,
Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan

5. Keputusan Walikota Banjarmasin No. 293 Tahun 2012 tentang Uraian
Tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Nomor SOP 108/Perindag/2015
Tanggal Pembuatan |19 Oktober 2015
Tanggal Revisi 19 Oktober 2017
Tanggal Efektif 4 Januari 2016
Disahkan oleh Pj. WALIKOTA BANJARMASIN
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PEMBUATAN SURAT USULAN SATYA LENCANA KARYA
Nama SOP
SATYA
Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :
1. UU No. 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 1. Memiliki dan memahami mekanisme pengelolaan administrasi
tentang Pokok-Pokok Kepegawaian perkantoran

2. Memahami tugas pokok dan fungsi
3. Mengetahui tentang dasar-dasar dan proses pembuatan Satya

Lencana Karya Satya (SLKS)
4. Memiliki komitmen tinggi dalam melaksanakan setiap tahapan

secara tepat sasaran dan tepat waktu

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. Peraturan/Kebijakan Satya Lencana Karya Satya (SLKS)
2. Data Kepegawaian/Berkas Kepegawaian

3. Komputer dan Printer

4. Filling Cabinet

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

SOP 11 adalah standar baku, jika tidak dilaksanakan mengakibatkan ketidak
jelasan, ketidaksinkronan, Ketidaktepatan, ketidaktransfaranan, kelambatan
dan keterlambatan dalam pembuatan usulan SLKS.

Dicatat dan didokumentasikan secara manual

P ,(" 4

Kabag. Hukum

Kepala SKPD

ubbag, Perundsngan
p
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PROSEDUR PEMBUATAN SATYA LENCANA KARYA SATYA (SLKS)

PELAKSANAAN MUTU BAKU
URAIAN TROSSOUR / KEGIATAN SEKRETARIS | KASUBBAG.| o, o KEPALA | kELENGKAPAN | WAKTU | ourpyr | FETERANGAN
UMPEG. DINAS
2 3 L) 5 6 11 12 13 14
Menugaskan Kasubbag. Umum dan Kepegawaian untuk
mendata PNS yang akan diusulkan mendapat Disposial 10 et Disposisi

penghargaan SLKS (Satya Lencana Karya Satya) pada
periode mendatang

Mendata PNS yang akan mendapat SLKS diperiode
mendatang dan menugaskan staf untuk membuat laporan Disposisi 10 menit Disposisi
hasil Pendataan.

Berkas

Membuat laporan pendataan PNS dan melengkapi berkas- Laporan kelengkapan

berkas yang diperlukan untuk diusulkan, selanjutnya ) Disposisi 10 menit pentde sadah sida A fis
menyerahkan kepada Kasubbag. Umum dan Kepegawaian. kepeg’
Menerima hasil Laporan Pendataan dan membuatkan
: lan

Konsep Usulan, selanjutnya menugaskan staf untuk taparan. 60 menit Rougepnsy

: pendataan SLKS
mengetik konsep
Mengetik konsep usulan SLKS dan memberi cap stempel
legalisir pada berkas kelengkapan kemudian menyerahkan 4 Konsep usulan 30 menit Draft usulan
hasil ketikan kepada kasubbag. Umum dan Kepegawaian SLKS SLKS
untuk dikoreksi. A
Memeriksa draft usulan SLKS, Jika Ya - memberi faraf b 4

2 ulan 5 ulan,
untuk dilanjutkan kepada Sekretaris. Jika Tidak - ya Drangil(SS 15 menit Drg!i’: ::sisi
dikembalikan kepada staf untuk diperbaiki ) tidak
4
Memeriksa draft usulan SLKS, jika Ya - memberi paraf
) ulan .. | Draft usulan,
untuk ditandatangani Kepala Dinas. Jika Tidak - tidak Dr;li’cs ussisi ’ 15 menit rDis::sisi
dikembalikan kepada Kasubbag. Umum dan Kepegawaian. po
ya

Memeriksa draft usulan SLKS, jika Ya - usulan SLKS
ditandatangani dan menyerahkan kepada Kasubbag. Draftusl
Umum dan Kepegawaian untuk disampaikan kepada tidak Disposisi d 10 menit | Usulan SLKS
instansi terkait kemudian mengarsipkannya, Jika Tidak - =
dikembalikan kepada Sekretaris.
Memerintahkan staf untuk menyampaikan kepada it Usulan SLKS,
instansi terkait kemudian mengarsipkan usulan SLKS _< Vil EhEs aEEn Disposisi
Menyampaikan usulan SLKS kepada BKD, Diklat Usulan SLKS, 5 . Usulan SLKS,

: : - . : T menit .
kemudian mengarsipkannya. ubbag. Perundgacan Kebag Hukum Disposisi Arsip

= —

{ £
Q,.
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Pokok-Pokok Kepegawaian

Nomor SOP 109/ Perindag/ 2015
Tanggal Pembuatan |19 Oktober 2015
Tanggal Revisi 19 Oktober 2017
Tanggal Efektif 4 Januari 2015
Disahkan oleh Pj. WALIKOTA BANJARMASIN
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Nama SOP PEMBUATAN SASARAN KINERJA PEGAWALI (SKP)

Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :

1. UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang 1. Mengetahui dan Memahami Ketentuan dan Peraturan mengenai

Kepegawaian

2. PP Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS 2. Mengetahui dan Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi
3. PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai 3. Mengetahui tentang dasar-dasar dan proses pembuatan Sasaran
S. Peraturan Walikota Nomor 293 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Dinas Kinerja Pegawai (SKF)
Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin 4. Memiliki komitmen tinggi dalam melaksanakan setiap tahapan
' secara tepat sasaran dan tepat waktu
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. Peraturan/Kebijakan tentang Sasaran Kinerja Pegawai
2. Komputer dan Perangkatnya
3. Filling Cabinet
Peringatan : Pencatatan dan pendataan :

SOP 11 adalah standar baku, jika tidak dilaksanakan mengakibatkan ketidakjelasan,
Ketidaksinkronan, Ketidaktepatan, ketidaktransfaranan, kelambatan dan
keterlambatan dalam pembuatan SKP. Prosedur SOP dapat berjalan sebagaimana

mestinya apabila semua pelaksana ada ditempat dan dapat menjalankan tugasnya.

Dicatat dan Didokumentasikan secara elektronik maupun manual
Data Pegawai Negeri Sipil

Kasubbag. Perundanpsn Kebag, Hokum Kepala SKPD
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PROSEDUR PEMBUATAN USUL KENAIRAN PANGEAT PNS

.
URAIAN PROSED KEG KASUBBAG. KETERANGAN
0 PR UR / TATAN SEKRETARIS | UMUM DAN STAF KELENGKAPAN | WAKTU OUTPUT
KEPEG.
1 2 3 4 5 11 12 13 14
Menugaskan Kasubbag. Umum dan Kepegawaian untuk mendata . . . .
1 [PNS yang akan diusulkan mendapat Kenaikan Pangkat pada ’ Disposisi 10 menit Disposisi
periode mendatang
Mendata PNS yang akan mendapat Kenaikan Pangkat diperiode . . ) .
2 |mendatang dan menugaskan staf untuk membuat laporan hasil Disposisi 10 menit Disposisi
Pendataan.
—
Membuat laporan pendataan PNS dan melengkapi berkas-berkas . . . Laporan Berk::hln:;ng;lp:n
3 |yang diperlukan untuk diusulkan, selanjutnya menyerahkan Disposisi 10 menit pendataan suk .
kepada Kasubbag. Umum dan Kepegawaian. epega
: ulan
Menerima hasil Laporan Pendataan dan membuatkan Konsep dataan| 60 menit | Konsep us
4 Usulan, selanjutnya menugaskan staf untuk mengetik konsep Iaporan pen Kenaikan Pangkat
—
Mengetik konsep usulan Kenaikan Pangkat dan memberi cap
5 |Stempel legalisir pada berkas kelengkapan kemudian Konsepusulan |, = .| Draftusulan
menyerahkan hasil ketikan kepada kasubbag. Umpeg. untuk Kenaikan Pangkat Kenaikan Pangkat
dikoreksi.
Memeriksa draft usulan Kenaikan Pangkat, Jika Ya - memberi 4 Draft usulan . Draft usulan,
6 |Paraf untuk dilanjutkan kepada Sekretaris. Jika Tidak - Kensikan Pangkat 15 menit Disposisi
dikembalikan kepada staf untuk diperbailki I
Memeriksa draft usulan Kenaikan Pangkat, jika Ya - memberi Draft usulan . Draft usulan,
7 |paraf untuk ditandatangani Kepala Dinas. Jika Tidak - tidak Disposisi | 15 menit Disposisi
dikembalikan kepada Kasubbag. Umpeg.
|
Memeriksa draft usulan Kenaikan Pangkat, jika Ya - usulan
Kenaikan Pangkat ditandatangani dan menyerahkan kepada Draft usulan .. | Usulan Kenaikan
8 [Kasubbag. Umum dan Kepegawaian untuk disampaikan kepada —tdak | Disposisi * | 10 menit Pangkat
instansi terkait kemudian mengarsipkannya. Jika Tidak -
dikembalikan kepada Sekretaris,
Memerintahkan staf untuk menyampaikan kepada instansi Usulan Kenaikan | o . | Usulan Kenaikan
9 terkait kemudian mengarsipkan usulan Kenaikan Pangkat Pangkat Pangkat, Disposisi
10 {Menyampaikan usulan Kenaikan Pangkat kepada BKD, Diklat Usulan Kenmkan 5 menit | USWan Kenaikan
kemudian mengarsipkannya, >- Pangkat, Disposisi Pangkat, Arsip

Kepala SKPD

Fabbag, Perundsnpan
\
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Nomor SOP 111/Perindag/2015
Tanggal Pembuatan |19 Oktober 2015
Tanggal Revisi 19 Oktober 2017
Tanggal Efektif 4 Januari 2016
Disahkan oleh Pj. WALIKOTA BANJARMASIN
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Nama SOP PEMBUATAN USULAN KENAIKAN GAJI BERKALA
Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :

1. UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974
tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji
PNS dan Perubahannya

3. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 293 Tahun 2012 tentang
Tupoksi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan

1. Memiliki dan Memahami mekanisme pengelolaan Administrasi Perkantoran
2. Mengetahui dan memahami mekanisme tentang Proses Pembuatan

Kenaikan gaji Ber
3. Memiliki Komitmen Tinggi melaksanakan setiap tahapan secara tepat
sasaran dan tepat waktu

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. Komputer dan segenap perangkatnya
2. Buku Penjagaan kenaikan Berkala
3. Filling Kabinet

Peringatan : Pencatatan dan pendataan :

SOP 1n1 adalah standar baku dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan
ketidakjelasan, ketidaksinkronan, ketidaktepatan, ketidaktransfaranan dan
keterlambatan yang akan menghambat kinerja kantor dan administrasi
perkantoran. Prosedur SOP dapat berjalan sebagaimana mestinya apabila
semua pelaksana ada ditempat dan dapat menjalankan tugasnya.

Dicatat dan didokumentasikan secara manual dan elektronik

Kasubbag. Perundanpen Kabag. Hukvm

Kepala SKPD,

1
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PROSEDUR PEMBUATAN USUL KENAIKAN GAJI BERKALA

C

PELAKSANAAN MUTU BAKU
} GAN
{o} URAIAN PROSEDUR / KEGIATAN KASUBBAG. STAFP KEPALA KELENGEAPAN | WAKTU OUTPUT KETERAN!
UMPEQG. DINAS
1 2 3 4 [ 6 11 12 13 14
Menugaskan Kasubbag. Umum dan Kepegawaian untuk mendata PNS yang . - . . .
1 akan diusulkan mendapat Kenaikan Gaji Berkala pada periode mendatang Disposisi 10 menit Disy
—
Mendata PNS yang akan mendapat Kenaikan Gaji Berkala diperiode . - . . -
2 mendatang dan menugaskan staf untuk membuat laporan hasil Pendataan. Disposisi 10 menit ¥
Membuat laporan pendataan PNS dan melengkapi berkas-berkas yang Laporan Berkas kelengkapan
3 |diperlukan untuk diusulkan, selanjutnya menyerahkan kepada Kasubbag. > Disposisi 10 menit po sudah ada di file
pendataan
Umpeg, kepeg.
Menerima hasil Laporan Pendataan dan membuatkan Konsep Usulan, .. | Konsep usulan
# |setanjutnya menugaskan staf untuk mengetik konsep -< laporan pendataan| 60 menit Kenaikan Gaji
Mengetik konsep usulan Kenaikan Gaji Berkala dan memberi cap stempel Konsep usulan Draft usulan
S |legalisir pada berkas kelengkapan kemudian menyerahkan hasil ketikan Kenaikan Gaji 30 menit Kenaikan Gaji
kepada kasubbag. Umpeg. untuk dikoreksi. Berkala Berkala
Memeriksa draft usulan Kenaikan Gaji Berkala, Jika Ya - memberi faraf | Draft usulan Draft usul
6 |untuk dilanjutkan kepada Sekretaris. Jika Tidak - dikembalikan kepada staf dak Kenaikan Gaji 15 menit Disposisi ?
untuk diperbaiki i Berkala
Memeriksa draft usulan Kenaikan Gaji Berkala, jika Ya - memberi paraf
7 [untuk ditandatangani Kepala Dinas. Jika Tidak - dikembalikan kepada tidak D’;‘;“s:g’ 15 menit D‘D"‘.‘ usulan,
Kasubbag. Umum dan Kepegawaian. PO
C
Memeriksa draft usulan Kenaikan Gaji Berkala, jika Ya - usulan Kenaikan
8 Gaji Berkala ditandatangani dan menyerahkan kepada Kasubbag. Umum dan Draft usulan, 10 menit Usulan Kenaikan
Kepegawaian untuk disampaikan kepada instansi terkait kemudian Disposisi Gaji Berkala
mengarsipkannya. Jika Tidak - dikembalikan kepada Sekretaris.
9 Memerintahkan staf untuk menyampaikan kepada instansi terkait kemudian Usulan Kenaikan 5 menit u Gaii B‘: el
mengarsipkan usulan Kenaikan Gaji Berkala Gaji Berkala l% e
isposisi
10| Menyampaiken usulan Kenaikan Gaji Berkala kepada BKD, Diklat kemudian Uslen Kenalkan 5 mengt | UStlan Kensiken
mengarsipkannya. EJ' sisi ’ Gaji Berkala, Arsip

. Xasubbag, Perundangan

Ksbag. Hufum

hepila SRPD  /
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Nomor SOP 112/Perindag/2015
Tanggal Pembuatan 19 Oktober 2015
Tanggal Revisi 19 Oktober 2017
Tanggal Efektif 4 Januari 2016
Disahkan oleh Pj. WALIKOTA BANJARMASIN
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Nama SOP Pengajuan SPP-LS Gaji dan Tunjangan
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor S5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan
dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara atas penyampaiannya.

4  Peraturan MENPAN dan RB no.35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP AP

S5 Perda Kota Banjarmasin tentang tugas pokok dan fungsi Disperindag Kota Banjarmasin

1. Memiliki kemampuan dibidang keuangan
2. Pemahaman tentang Prosedur dan Peraturan
3. Mengetahui mekanisme pembayaran

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Prosedur Pembayaran UP/GU

1. Perangkat Komputer
2. Filling Kabinet

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila prosedur pengajuan SPP-LS dan Tunjangan terhambat, maka kegiatan rutin
diantaranya pembayaran gaji dan tunjangan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota

Data Pembayaran Gaji dan Tunjangan
Dokumentasi Kegiatan Pembayaran Gaji dan Tunjangan

Banjarmasin akan terhambat ﬁl(uubhng. Perundangan Ksbag. Hukum Kepa'a SKP




Prosedur Pengajuan SPP-LS, Gajl dan TPP

-

Polaksana Mutu Baku
No. Uralan Prosedur/Keglatan Pengguna Pembantu Persyaratan Keterangan
Beadahara BPKAD Waktu Output
Kelengkapan
1 [Menugaskan Pembantu Bendahara Pengeluaran Dinas untuk DPA, RKA, Daftar 2 jam SPMT
melakukan pembayaran gaji dan TPP Qaji dan TPP
2 [Mengambil berkas daftar gaji dari BPKAD dan membuat daftar TPP Daftar rekap gaji 1 hari |Rekap Gaji dan
Dinas dan meminta tanda tangan semua PNS Dinas dari BPKAD dan TPP
TPP dari Dinas
3 |Menyiapkan SPP LS dan menyerahkan kepada bendahara pengeluaran Daftar gaji, TPP, 2 jam |Dokumen yang
serta menyiapkan SPM untuk ditandatangani kepala Dinas Nota Dinas, SPP, akan
SPP-LS ditandatangani
4 |Meneliti dan memeriksa kelengkapan dokumen SPP-LS Gaji dan TPP Dokumen yang 2 jam |Dokumen SPP-LS
berdasarkan SPD dan DPA SKPD jika lengkap diteruskan kepada PPK lengkap untuk Gaji dan TPP yang
dan jika tidak lengkap dikembalikan kepada Pembantu Bendahara diperiksa PPK telah di periksa
Pengeluaran.
5 |Membuat dan menyerahkan SPP dan SPM Qaji dan TPP dinyatakan Dokumen yang 2 jam |[SPM Gaji dan TPP
lengkap kepada PPK. lengkap untuk
diperiksa PPK
6 |Meneliti dan memeriksa kelengkapan dokumen SPP dan SPM QGaji dan Berkas dokumen 2 jam |Dokumen yang
TPP jika benar diteruskan kepada Pengguna Anggaran untuk SPP-LS Qaji dan akan
diotorisasi, jika tidak benar dikembalikan kepada Pembantu Bendahara TPP ditandatangani PA
Pengeluaran untuk diperbaiki.
7 |Meng-otorisasi SPP dan SPM gaji dan TPP Dokumen yang 1 hari |Berkas dokumen
akan di otorisasi yang sudah
diotorisasi
8 |Mengajukan SP2D ke BPKAD Berkas dokumen
yang sudah 1 jam Daftar berkas gaji
. . N diotorisasi . dan TPP
9 |Memproses dan mengeluarkan SP2D Gaji dan TPP
Daftar berkas gaji ) SP2D
dan TPP
10 |Mengantar SP2D Gaji dan TPP dari BPKAD ke Bank Kalsel, kemudian SP2D QGaji dan TPP 1 hari |Gaji dan TPP
menyelenggarakan pembayaran Gaji dan TPP PNS di lingkungan Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin
. Perundangan Kabag, Hukum Kepala|SKPD
v
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PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Nomor SOP 201 /Perindag/2015

Tanggal Pembuatan 19 Oktober 2015

Tanggal Revisi 19 Oktober 2017

Tanggal Efektif 4 Januari 2016

Disahkan oleh Pj. WALIKOTA BANJARMASIN

PROSEDUR PEMBUATAN

N S
ama SOP REKOMENDASI TDI KECIL

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1 .UU No.5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian
2. UU No. 13 Tahun 1995 Tentang Izin Usaha Industri
3. Permenperin RI No. 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan tata
Cara Pemberian IUI, 1zin Perluasan dan TDI
4. Perda No. 14 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pemberian Izin Bidang
Industri dan Kawasan Industri

1. Mengetahui Tupoksi dan Sistem Kerja Unit Kerja
2. Mengetahui Prosedur dan Peraturan-peraturan Perizinan
di Sektor Industri

Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
SOP Pengawasan dan Pembinaan Penanganan Limbah Industri di 1. Komputer, ATK
Perusahaan Industri 2. Printer

3. Peraturan-peraturan tentang Perizinan

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan

Rekomendasi diberikan selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah berkas lengkap

dan benar

1. Dicatat dalam buku agenda TDI Kecil
2. Dicatat dalam buku agenda TU

3. Diarsip dalam berkas Rekomendasi

ubbag. Perundangan Kabag. Hukuo Kepala SKPD

-



